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ABSTRAK 

Malwa Conella 16043015/2016 :  Pengaruh Retaliasi dan Power Distance 

Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing. 

 

 

Pembimbing   : Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris tentang: 1) 

pengaruh retaliasi terhadap niat melakukan whistleblowing, 2) pengaruh 

power distance terhadap niat melakukan whistleblowing. Jenis penelitian ini 

tergolong eksperimen semu. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online menggunakan 

formulir google kepada 89 partisipan mahasiswa akuntansi angkatan 2016 

dan 2017 dari sebuah perguruan tinggi di kota Padang. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan ANOVA.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa retaliasi tidak berpengaruh 

pada niat melakukan whistleblowing, sedangkan power distance berpengaruh 

terhadap niat melakukan whistleblowing. Studi ini berfokus pada pentingnya 

retaliasi kepada karyawan baru di perusahaan/organisasi sektor publik, serta 

budaya suatu organisasi. Penelitian ini menggunakan mahasiswa akuntansi 

sebagai subjek eksperimen untuk menguji pengaruh retaliasi dan power 

distance terhadap niat melakukan whistleblowing.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kecurangan (fraud) diakui sebagai salah satu masalah ekonomi yang 

serius di dunia (PBB, 2003). Kasus kecurangan (fraud) yang terungkap dalam 

beberapa tahun terakhir ini telah menjadi sorotan serius dari masyarakat, 

seperti korupsi yang menjadi salah satu kecurangan (fraud) yang paling 

sensitif (Marliza, 2018).  Korupsi harus dihilangkan sebab akan menurunkan 

potensi kenaikan pertumbuhan ekonomi serta dapat menimbulkan kerugian 

negara. Salah satu cara yang efektif dalam menghilangkan tindakan korupsi 

yaitu dengan adanya tindakan whistleblowing (Cho dan Song, 2015). 

Whistleblowing telah menarik perhatian dunia untuk saat ini dan 

bukanlah fenomena baru namun sudah lama terjadi diberbagai negara 

(Nurhidayat, 2017). Whistleblowing merupakan suatu kegiatan pengungkapan 

informasi yang dilakukan oleh seseorang di dalam organisasi kepada pihak-

pihak yang terlibat akibat terjadinya pelanggaran atau kejahatan (Miceli et al., 

1999). Seseorang yang melakukan tindakan whistleblowing disebut dengan 

istilah whistleblower. Whistleblower adalah seseorang (pegawai dalam 

organisasi) yang memberitahukan kepada publik atau pemangku kepentingan 

yang berkuasa tentang kegiatan ilegal, dugaan ketidakjujuran, atau kesalahan 

yang terjadi di departemen pemerintahan, organisasi publik, organisasi 

swasta, atau pada suatu perusahaan (Susmanchi, 2012).  
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Kasus-kasus mengenai whistleblowing telah banyak terjadi di Indonesia 

yang membuat masyarakat tercengang (Yaya, 2017). Diantaranya, kasus 

mafia pajak yang berhasil diungkapkan oleh Susno Duaji yang melibatkan 

Gayus Tambunan yang pada saat itu menjabat sebagai staf Direktorat Jendral 

Pajak (DJP). Kasus tersebut disebabkan adanya pencucian uang dan korupsi 

yang dilakukan oleh Gayus Tambunan yang dimana Susno Duaji hanya 

berupaya untuk bebas dari tuduhan pencucian uang (Iskandar dan Seragih, 

2018). Selanjutnya, kasus yang cukup menyita seluruh perhatian masyarakat 

Indonesia pada tahun 2015 yaitu pengaduan Sudirmpan Said yang 

melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 

Laporan tersebut berisi tentang dugaan terhadap Setya Novanto telah 

meminta saham PT. Freeport Indonesia dengan mengatasnamakan Presiden 

dan Wakil Presiden RI (Prabowo, 2015). Jika dilihat dari kasus tersebut, telah 

membuktikan bahwa whistleblower mempunyai peranan yang penting dalam 

mengungkap tindak kecurangan seperti halnya korupsi (Transparency 

International, 2016). 

Selain kasus Gayus Tambunan dan Setya Novanto, kasus 

whistleblowing lainnya yang terjadi di Indonesia adalah Kasus Agus Tjondro, 

yang mengungkap kasus suap kepada sejumlah anggota DPR dalam 

pemilihan Deputi Senior Gubernur BI, Murdiyanto. Agus Tjondro mengaku 

telah menerima cek pelawat (traveller cheque). Pengakuan tersebut 

menjadikan status Agus Tjondro sebagai saksi pelapor atau whistleblower dan 

juga berstatus sebagai tersangka. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa 
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whistleblower rentan atas pembalasan dan minim perlindungan serta 

memperlihatkan kepada publik bahwa menjadi whistleblower dapat 

merugikan diri sendiri. 

Menjadi whistleblower tentu tidaklah menutup kemungkinan adanya 

konsekuensi yang akan diterima dari sebagian oknum yang tidak menyukai 

tindakan whistleblowing. Walaupun, tindakan whistleblowing mendapatkan 

perlindungan hukum, hal ini tidak mencukupi menjaga keamanan 

whistleblower yang memungkinkan akan mendapatkan ancaman bagi dirinya 

ataupun jabatan ditempat mereka bekerja. Ancaman terhadap pelapor dapat 

berupa penurunan pangkat, skorsing, intimidasi, atau diskriminasi dari 

perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Dengan demikian, banyak 

orang yang akan menjadi ragu-ragu untuk melakukan tindakan 

whistleblowing (Efendi dan Nuraini, 2019). 

Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan mengenai peraturan-

peraturan yang mendorong untuk melakukan tindakan whistleblowing serta 

memberikan perlindungan bagi whistleblower, yaitu Pedoman Sistem 

Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) oleh Komite 

Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang digunakan instansi dalam 

mengembangkan sistem pelanggaran secara manual (Zalmi, 2018). Hal 

tersebut telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2006 pasal 10 ayat 1 tentang 

perlindungan saksi dan korban yang menjelaskan pelapor merupakan pihak 

yang mengungkapkan pelanggaran hukum pidana maupun perdata kepada 

pihak yang berwenang dan selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung 
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(SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan pelapor (whistleblower) 

tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) 

(Semendawai dkk, 2016). Aturan whistleblowing diIndonesia telah ada 

melalui penguatan dan dorongan yang diberikan melalui tata cara pelaporan 

yang rahasia dan ter-enkripsi (OJK, 2015; KBUMN, 2016).  

Kebijakan tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia melakukan 

tindakan whistleblowing. Buktinya terdapat pada periode 2004-2006, setelah 

Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuk dan sebelum ada UU Perlindungan 

Saksi bagi whistleblower dan hanya KPK yang berwenang memberikan 

perlindungan bagi pelapor dan saksi kasus korupsi terdapat 19 ancaman atau 

serangan. Periode kedua pada rentang 2007-2011, periode setelah adanya 

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan sebelum terbitnya Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Whistleblower dan Justice Collaborator ada 24 kasus ancaman terhadap 

pengungkapan korupsi. Periode ketiga rentan tahun 2011-2017, periode 

setelah kebijakan tentang whistleblower dan justice collaborator disebut 

secara eksplisit melalui Surat Edaran MA 4/2011 dan Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ada 57 Kasus 

ancaman atau serangan terhadap whistleblowing (Tempo, 2017). Data 

tersebut membuktikan bahwa ancaman atau serangan terhadap whistleblower 

semakin meningkat, sehingga menurunkan niat seseorang untuk menjadi 

whistleblower karena sangat rawannya sanksi yang akan diterima terhadap 
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tindakan pembalasan atau kejahatan seperti yang dialami Ferry, Yohannes 

dan Agus.  

Whistleblowing menjadi topik penting ketika ada keterlibatan praktik 

akuntansi (Emerson et al., 2017) dan memiliki pengaruh jangka panjang 

terhadap organisasi perusahaan untuk meningkatkan keefektifannya (Near 

dan Miceli, 1985). Taylor dan Curtis (2013) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa literatur akademis cukup banyak membahas whistleblowing dalam 

organisasi, akan tetapi sejumlah pertanyaan tetap muncul mengenai 

bagaimana menerapkan mekanisme pelaporan yang efektif dan mengapa 

mekanisme-mekanisme yang memenuhi semua kriteria yang disarankan tidak 

selalu memperoleh laporan dari kegiatan tidak etis yang dilihat.  

Penelitian whistleblowing sebagian besar difokuskan pada tiga faktor 

yang mempengaruhi pelaporan: (a) faktor individu, seperti demografi, gender, 

kepribadian, usia, jenis kelamin, pengembangan moral (Chiu, 2003; Ekmen 

dkk, 2014); (b) faktor organisasi, seperti kebijakan pengungkapan internal, 

kode etik, sistem kompensasi, Jalur Pelaporan, serta aksi dan retaliasi (Puni 

dan Anlesinya, 2017; Magnus et al., 2005; Kaplan dan Schultz, 2017; Wong-

On-Wing dan Lui, 2013) dan (c) faktor situasional, seperti intensitas moral, 

keseriusan kesalahan, tingkat ambiguitas kesalahan, posisi whistleblower 

yang relatif rendah dari perilaku kesalahan (Keenan, 2000; Darjoko dan 

Nahartyo, 2017; Priyastiwi dan Halim, 2017). Pemahaman tentang proses 

menjadi rumit karena kompleksitas variabel dan interaksi diantara variabel-

variabel tersebut (Sims dan Keenan, 1998).  
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Selain dari beberapa faktor tersebut, keputusan untuk menjadi 

whistleblowing dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor 

budaya (Finandari dan Wijayanto, 2016). Pengaruh budaya sangat alami dan 

otomatis sehingga pengaruhnya terhadap perilaku sering diterima begitu saja. 

Penelitian selanjutnya memerlukan identifikasi mengenai dari faktor-faktor 

tersebut seperti faktor organisasi dan faktor budaya (Taylor dan Curtis, 2013). 

Hal tersebut mengundang peneliti untuk menguji faktor organisasi dan faktor 

budaya terhadap niat melakukan whistleblowing, mengingat belum 

banyaknya penelitian yang meneliti faktor organisasi dan faktor budaya 

secara bersamaan.  

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kemungkinan 

retaliasi terhadap whistleblowing penting dalam menjelaskan keputusan 

seseorang untuk terlibat dalam whistleblowing (Keenan, 1995; Liyanarachchi 

dan Newdick, 2009; Miceli dan Near, 1994, 2002). Menurut penelitian Near 

dan Miceli (1994) menyatakan bahwa retaliasi tidak secara konsisten terkait 

dengan ketergantungan organisasi pada wrongdoing atau kekuatan 

whistleblower, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Near dan 

Miceli (1986) yang mengatakan bahwa retaliasi secara konsisten terkait 

dengan ketergantungan organisasi pada kekuatan whistleblower. Penelitian 

selanjutnya diperlukan untuk menentukan apakah penting untuk membedakan 

sumber retaliasi atau untuk memperluas definisi retaliasi karena menurut 

penelitian Near dan Miceli (1994) jika prediktor retaliasi dapat didefinisikan 

mungkin organisasi dapat melakukan upaya untuk menghindari retaliasi. 
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Retaliasi didefinisikan sebagai bentuk paksaan atau konsekuensi bagi 

whistleblower untuk menutup mulut mereka ketika mengetahui adanya 

penipuan atau kecurangan (fraud) dalam suatu organisasi (Magnus dan 

Viswesvaran, 2005). Retaliasi merupakan sebuah bentuk tuntutan yang 

dilakukan oleh rekan kerja atau manajer terhadap karyawan yang telah 

melaporkan adanya pelanggaran disuatu instansi dan tuntutan tersebut muncul 

akibat konsekuensi melakukan whistleblowing (Joy, 2014). Miceli dan Near 

(1989) menyatakan bahwa efek dari retaliasi terhadap whistleblowing 

menunjukkan hasil yang beragam. Oleh karena itu, keputusan seseorang 

melakukan whistleblowing kemungkinan akan dipengaruhi oleh retaliasi.  

Setiap organisasi mempunyai budaya yang berbeda-beda dan telah 

mengakar pada diri organisasi tersebut. Budaya tersebut dapat mempengaruhi 

perilaku seseorang (Puni dan Anlensinya, 2017). Beberapa penelitian lintas 

budaya dalam akuntansi mengacu pada dimensi nilai oleh Hofstede. Menurut 

dimensi Hofstede (2011) ada enam indeks untuk mengukur dimensi budaya 

disetiap negara yaitu; power distance, individualism, masulinity, uncertainity 

avoidance, long term orientation, dan indualgence. 

Penelitian tentang power distance sebagian besar digunakan untuk 

menjelaskan perbedaan perilaku antar budaya, kontras persepsi power 

distance dari peran yang sama di berbagai negara.  Power distance 

didefinisikan sebagai sejauh mana anggota lembaga dan organisasi yang 

kurang kuat dalam suatu organisasi mengharapkan dan menerima bahwa 

kekuasaan didistribusikan secara tidak merata (Hofstede, 2005). Power 



  

8 
 

distance adalah adanya jarak kekuasaan antara atasan dengan bawahan, 

power distance kerap dirasakan oleh bawahan terhadap atasan. Power 

distance kebanyakan timbul karena adanya perbedaan jabatan, kekuasaan, 

kemampuan finansial dikarenakan atasan memiliki kekuatan superior yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan bawahan dan sering kali terjadi di instansi 

pada umumnya (Santoso, 2019). Dengan demikian, kesimpulan yang dapat 

ditarik dari definisi power distance adalah adanya jarak kekuasaan antara 

atasan dengan bawahan karena kekuasaan didalam organisasi didistribusikan 

secara tidak merata.  

 Menurut Hofstede (2011) Indonesia merupakan negara yang memiliki 

tingkat power distance yang tinggi. Mesmer-Magnus dan Viswesvaran (2005) 

menemukan bahwa semakin dekat power distance dengan pelaku kesalahan 

semakin besar niat untuk melakukan whistleblowing. Sementara penelitian 

Puni dan Anlensinya (2017) mengimpilasikan bahwa budaya power distance 

tinggi akan membuat karyawan tidak melaporkan kecurangan yang diamati, 

ini akan memberikan lahan subur bagi pelaku kejahatan korporasi dan tidakan 

tidak etis lainnya. Penelitian sebaliknya oleh Smith dan Hume (2005) 

membuktikan bahwa individualisme adalah penentu kuat persepsi etika di 

antara akuntan publik daripada power distance. Dengan demikian, 

kesimpulan yang dapat ditarik adalah hasil penelitian terdahulu menunjukkan 

efek budaya power distance dapat bervariasi. 

  Penelitian Liyanarachchi (2008) dan Scholtens (2003) yang 

menyarankan untuk menguji kembali mahasiswa akuntansi sebagai calon 
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karyawan akuntan/auditor perusahaan baik sektor privat maupun sektor 

publik di negara lain guna mendorong karyawan akuntan/auditor yang lebih 

memenuhi standar etika yang tinggi, dan mengenalkan mahasiswa 

akuntansi/auditing akan ancaman retaliasi (Rocha dan Kleiner, 2005), serta 

tidak konsistennya hasil penelitian yang menggunakan variabel power 

distance (Smith dan Hume, 2005; Cohen et al, 2001; Mesmer-Magnus dan 

Viswesvaran, 2005; Puni dan Anlesinya, 2017) terhadap niat melakukan 

whistleblowing serta tingginya tingkat power distance di Indonesia dengan 

skor 78 dan berada pada urutan ke 9 dari 53 negara yang menunjukkan power 

distance masih tinggi (Hofstede, 2019) menyebabkan variabel power distance 

menarik untuk diteliti. 

Tingginya tingkat power distance di Indonesia, ditambah dengan 

adanya fakta bahwa korupsi, praktik yang tidak etis, dan skandal yang tidak 

lazim di negara ini, menyebabkan timbulnya pertanyaan praktik atau 

kepercayaan seperti apa yang tertanam didalam lingkungan budaya yang 

mencegah seseorang ingin membongkar kegiatan tidak etis yang dilakukan 

atasan dalam organisasi meskipun sudah ada Undang-Undang perlidungan 

bagi pengungkap/pelapor kegiatan tidak etis tersebut (Hofstede, 2019). Oleh 

karena itu, penelitian budaya power distance dengan fokus khusus 

pengetahuan calon akuntan di Indonesia dan bagaimana praktik tersebut 

mencegah atau menghalangi perilaku whistleblowing dalam organisasi.   

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

pengembangan teori dengan menyarankan bahwa kehadiran seorang 
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whistleblower penting untuk kelangsungan kegiatan dalam suatu organisasi 

agar berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan dengan menggunakan sikap 

mahasiswa. Penggunaan mahasiswa sebagai partisipan dikarenakan 

keputusan mahasiswa telah terbukti dapat menjadi wakil praktisi dalam hal 

pengambilan keputusan (Liyanarachchi dan Milne, 2005) dan dapat 

menguntungkan peneliti karena mahasiswa saat diberikan perlakuan 

eksperimen mudah menerima manipulasi karena karakteristik alami yang 

dimiliki mahasiswa (Trinugroho dan Sambel, 2011). Aspek yang diteliti 

berhubungan dengan etika sosial, sikap, dan pemahaman perilaku 

whistleblowing (Diani, 2017) yang diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan 

yang terlalu jauh antara mahasiswa dan praktisi akuntan/auditor. Berdasarkan 

uraian di atas, maka judul penelitian yang dilakukan yaitu “PENGARUH 

RETALIASI DAN POWER DISTANCE TERHADAP NIAT 

MELAKUKAN WHISTLEBLOWING” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan 

yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah retaliasi berpengaruh terhadap niat melakukan 

whistleblowing? 

2. Apakah power distance berpengaruh terhadap niat melakukan 

whistleblowing? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah 

retaliasi berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing.  

2. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah 

power distance berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai literatur akuntansi manajemen, 

khususnya mengenai retaliasi dan power distance serta dampaknya terhadap 

niat melakukan whistleblowing.  

2. Bagi Objek Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

perkembangan bagi perusahaan agar menerapkan sistem whistleblowing yang 

lebih baik untuk mengungkap kecurangan dalam instansi.  

3. Bagi Akademik 

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah literatur akademis 

mengenai akuntansi manajemen. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi peneliti selanjutnya mengenai retaliasi, power distance, dan 

whistleblowing di Indonesia. 

 



  

12 
 

BAB II 
KAJIAN TEORI  

A. Grand Theory  

1. The Theory of Planned Behavior (TPB) 

Theory of planned behavior (TPB) merupakan pengembangan lebih 

lanjut dari theory of reasoned action (TRA). Ajzen (1991) menyatakan bahwa 

theory of planned behavior (TPB) dapat menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi individu dalam berperilaku. Sejauh ini, teori yang paling 

sering diterapkan pada penelitian dengan keterkaitan antara sikap, niat, dan 

perilaku adalah theory of planned behavior.  

Menurut Mahyami (2013), alat yang dapat digunakan untuk 

memprediksi perilaku individu ketika individu tersebut tidak memiliki kontrol 

kemauan sendiri secara penuh adalah theory of planned behavior. The theory 

of planned behavior secara khusus cocok untuk menjelaskan niat pelapor 

dalam hal mengungkapkan kecurangan, karena whistleblowing adalah 

tindakan yang dilakukan berdasarkan pada proses psikologis yang sangat 

kompleks (Gundlach dkk., 2003 dalam Park dan Blenkinsopp, 2009). Niat 

yang kemudian akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam pengambilan 

keputusan. 

Sikap yang dapat mempengaruhi perilaku melalui proses pengambilan 

keputusan yang teliti secara beralasan yang dampaknya terbatas pada tiga hal: 

Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap 

yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh 

sikap tapi juga norma-norma objektif yaitu keyakinan mengenai apa yang 
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orang lain inginkan untuk kita lakukan. Ketiga, sikap terhadap perilaku 

diiringi dengan norma-norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat 

berperilaku tertentu (Ajzen, 1991). 

TPB mengatakan bahwa niat untuk berperilaku adalah fungsi dari tiga 

jenis keyakinan yang mendasarinya, yang secara konseptual independen satu 

sama lain: (1) sikap terhadap perilaku, yaitu ditentukan oleh keyakinan 

tentang konsekuensi dari perilaku tersebut; (2) norma subyektif tentang hal 

tersebut, yaitu ditentukan oleh keyakinan normatif; dan (3) dirasakan kontrol 

perilaku, yang ditentukan oleh keyakinan tentang sumber daya dan peluang 

yang tersedia untuk menampilkan perilaku (Ajzen, 1991). Suatu sikap adalah 

penilaian seseorang tentang seberapa banyak dia menyetujui perilaku tertentu. 

Tingkat kepercayaan, dan kepentingan obyektif dan konsekuensi tertentu 

akan berinteraksi, kemudian menentukan sikap terhadap keputusan untuk 

berperilaku. 

Ofstad (1961) dalam Blenkinsp dan Edwards (2008) mengatakan bahwa 

seseorang telah membuat keputusan berarti mereka telah melakukan satu dari 

tiga hal, yaitu: (1) memulai serangkaian perilaku reaksi yang mendukung 

sesuatu; (2) memutuskan untuk melakukan tindakan tertentu, yang tidak 

diragukan lagi harus dia lakukan; atau (3) membuat keputusan tentang apa 

yang harus dilakukan seseorang dalam situasi tertentu setelah 

mempertimbangkan beberapa tindakan alternatif. Randall dan Gibson (1991) 

dalam Park dan Blenkinsopp (2009) menerapkan TPB untuk memprediksi 

pengambilan keputusan etis pada profesi medis dan melaporkan bahwa 
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teorinya berhasil menjelaskan maksud untuk melaporkan kesalahan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh retaliasi terhadap 

pengambilan keputusan whistleblowing dengan theory of planned behavior 

sebagai alat untuk penghubung antar variabel dalam penelitian ini. 

2. Teori Keadilan 

John Rawls adalah tokoh yang pertama kali mengemukakan teori 

keadilan. Keadilan (justice) adalah pandangan yang muncul ketika seseorang 

mendapatkan sesuatu yang mereka dan orang-orang di sekitarnya berhak 

memilikinya (Cohen dalam Pinder, 1998 dalam Runing, 2011). Seseorang 

akan peduli dengan apa yang akan mereka terima tetapi juga peduli pada apa 

yang orang lain terima. Sesuatu yang dapat diterima ini dapat berupa manfaat 

atau akibat atau juga outcome yang sifatnya non-moneter seperti status dan 

tanggung jawab. 

Teori keadilan merupakan konsep keadilan tentang keharusan 

mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam individu secara fair atau adil agar 

dapat memberikan manfaat pada semua pihak yang terlibat dan berdasarkan 

pada kesepakatan bersama yang telah disetujui.  Menurut teori ini, setiap 

kontribusi yang diberikan individu kepada organisasi seharusnya dibalas 

dengan imbalan yang proposional agar memberikan kepuasan pada diri 

kontributor.  

Teori keadilan memiliki potensi untuk berkontribusi pada implementasi 

mekanisme pengaduan yang efektif karena penelitian telah menunjukkan 

hubungan positif antara dimensi keadilannya dan perilaku pro-sosial (Seifert 
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dan Sweeney, 2010). Karyawan meyakini bahwa mereka diperlakukan secara 

adil oleh atasan mereka lebih mungkin untuk membingkai hubungan sebagai 

pertukaran sosial timbal balik, memajukan perilaku yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan manfaat organisasi, seperti whistleblowing (Seifert dan 

Sweeney, 2010).  

Berdasarkan penjelasan singkat teori keadilan tersebut, maka dapat 

dikaitkan dengan penelitian ini yaitu keterkaitannya dengan variabel power 

distance. Pada teori ini, individu menjunjung dan mengupayakan kesamaan, 

kesederajatan, hak-hak, dan nilai-nilai sosial primer termasuk pendapatan, 

kekayaan dan kekuasaan. Jika terdapat individu yang mengetahui adanya 

tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang di dalam organisasinya, 

maka ia akan merasakan suatu ketidakadilan yang menimpa baik pada dirinya 

maupun kelompok. Begitupun dengan adanya power distance (tinggi/rendah), 

maka akan semakin mendorong individu tersebut untuk menegakkan keadilan 

karena tindak kecurangan tersebut. Sehingga individu tersebut akan semakin 

termotivasi untuk melakukan pelaporan tindak kecurangan atau 

whistleblowing.  

3. Whistleblowing 

Whistleblowing didefinisikan sebagai pengungkapan oleh anggota 

organisasi (mantan atau masih menjadi anggota) atas suatu praktik-praktik 

ilegal, tidak bermoral, atau legitimasi dibawah kendali pimpinan kepada 

individu atau organisasi yang dapat menimbulkan efek tindakan perbaikan 

(Near dan Miceli, 1985). Secara umum whistleblowing didefinisikan sebagai 
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perilaku yang didasari dengan niat serta tindakan ketika karyawan dihadapkan 

dengan kesalahan dan atau kecurangan dalam organisasi (Bjorkelo, 2010 

dalam Erkmen dkk, 2014). Pentingnya keberadaan whistleblowing dalam 

pengungkapan informasi kecurangan atau skandal keuangan telah banyak 

terbukti di awal dekade abad kedua puluh satu (Dyck et al., 2010). 

Seseorang yang melakukan tindakan whistleblowing disebut dengan 

whistleblower. Whistleblower sering digunakan untuk merujuk pada 

seseorang yang berusaha mengungkapkan kesalahan atau kecurangan yang 

terjadi dalam organisasi. Whistleblower dapat membantu organisasi untuk 

memperbaiki kegiatan yang salah dan berbahaya, seperti produk yang tidak 

aman atau untuk mencegah praktik penipuan dan dengan demikian dapat 

menghindari konsekuensi merugikan dalam jangka panjang (Near dan Miceli, 

1985).    

Whistleblowing melibatkan anggota aktif atau mantan organisasi yang 

melaporkan tindakan kecurangan, tidak bermoral, atau tidak sah di bawah 

kendali pemimpin organisasi untuk pihak yang bersedia dan mampu 

mengambil tindakan memperbaiki kesalahan (Keenan, 1992). Whistleblowing 

adalah urusan yang sangat penting karena faktanya banyak pelanggaran 

publik dan korporasi tidak pernah dipublikasikan dan pelaporan dari 

whistleblower terbukti lebih bermanfaat dalam mengungkapkan kecurangan 

daripada pemeriksaan internal/eksternal dan kontrol (Bhargava dan Mandala, 

2014). 
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Elias (2008) mengatakan bahwa whistleblowing dapat terjadi dari dalam 

(internal) maupun luar (eksternal) tergantung kepada siapa laporan dibuat. 

Internal whistleblowing terjadi ketika seorang karyawan mengetahui 

kecurangan yang dilakukan karyawan lainnya kemudian melaporkan 

kecurangan tersebut kepada atasannya. Sementara itu eksternal 

whistleblowing terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang 

dilakukan perusahaan lalu memberitahukannya kepada masyarakat karena 

kecurangan itu akan merugikan masyarakat.  

Beberapa tahun terakhir whistleblowing sering dikaitkan dengan profesi 

akuntan. Profesi akuntan telah banyak terlibat dalam skandal yang terjadi di 

perusahaan terkhusus akuntan yang berperan sebagai auditor. Beberapa 

penelitian telah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan akuntan/auditor 

memilih atau tidak memilih untuk menjadi whistleblower, faktor-faktor 

tersebut seperti faktor individu, faktor situasional, faktor organisasi, dan 

faktor demografi (Chiu, 2003; Ekmen dkk., 2014; Keenan, 2000; Darjoko dan 

Nahartyo, 2017; Puni dan Anlesinya, 2017; Taylor dan Curtis, 2013 dan 

Wong-On-Wing dan Lui, 2013). 

4. Retaliasi 

Retaliasi dapat didefinisikan sebagai bentuk paksaan atau konsekuensi 

bagi whistleblower untuk menutup mulut mereka ketika mengetahui adanya 

penipuan atau kecurangan dalam suatu organisasi (Magnus dan Viswesvaran, 

2005). Retaliasi merupakan sebuah bentuk tuntutan yang dilakukan oleh 

rekan kerja atau manajer terhadap karyawan yang telah melaporkan adanya 
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pelanggaran disuatu instansi dan tuntutan tersebut muncul akibat konsekuensi 

melakukan whistleblowing (Joy, 2014). Retaliasi adalah hasil dari suatu 

konflik yang terjadi antara organisasi dan karyawan, dimana anggota 

organisasi tersebut berusaha untuk mengendalikan karyawan dengan 

mengancam akan mengambil, atau benar-benar mengambil tindakan yang 

akan dapat merugikan kesejahteraan karyawannya karena telah melaporkan 

adanya tindakan yang dianggapnya salah, melalui saluran internal maupun 

eksternal (Regh et al., 2008). 

Greenberger et al. (1987) dalam Saputra dan Dwita (2018) mengatakan 

bahwa retaliasi hadir dalam dua kondisi yaitu retaliasi tinggi (penalty) dan 

retaliasi rendah (affiliation). Penalty mengacu pada konsekuensi disiplin 

dalam bentuk ancaman terhadap individu atau property, tuntutan hukum, 

pemutusan hubungan kerja, dan penjara. Affiliation mengacu pada bentuk 

hubungan dengan orang lain di dalam atau luar organisasi, yaitu individu 

lainnya yang tunduk pada retaliasi daripada whistleblower (Greenberger et al., 

1987). Misalnya, jika seseorang hilang pekerjaannya karena melakukan 

whistleblowing, maka ini akan menjadi retaliasi tinggi (penalty). Jika orang 

lain kehilangan pekerjaan mereka karena suatu individu melakukan 

whistleblowing, maka ini retaliasi rendah (affiliation) (Liyanarachchi, 2009). 

Literatur terdahulu menunjukkan kedua jenis retaliasi menyebabkan 

whistleblowing berbeda tanggapan (Greenberger et al., 1987).  

Penelitian Hendel (2016) yang menguji 50 kasus pengalaman 

whistleblower dari negara yang berbeda, menyatakan jenis retaliasi 
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diantaranya pengasingan awal, penindasan dan pelecehan, penurunan 

pangkat, penembakan, dan pembunuhan. Retaliasi terhadap whistleblower 

berasal dari persepsi negatif (oleh anggota organisasi) dari tindakan 

pengkhianatan. Retaliasi berasal dari saling memahami bahwa dalam 

mengejar tujuan organisasi, kesetiaan kepada organisasi adalah atas 

keyakinan pribadi. Organisasi itu sendiri merupakan masyarakat tertutup, 

sedangkan tindakan pengungkapan rahasia adalah upaya untuk melepaskan 

diri dari organisasi (Hendel, 2016).  

Retaliasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari upaya 

pemaksaan terhadap whistleblower untuk menarik tuduhan melakukan 

kesalahan hingga pengecualian langsung dari whistleblower di organisasi 

(Parmerlee et al., 1982). Tindakan retaliasi dapat mencakup langkah-langkah 

yang diambil organisasi untuk melemahkan proses pengaduan, isolasi 

whistleblower, pencemaran nama baik atas whistleblower, penghapusan 

penghasilan tambahan, dan bentuk diskriminasi atau pelecahan lainnya 

(Parmerlee et al., 1982). Retaliasi mungkin didorong oleh keinginan 

organisasi untuk membuat whistleblower diam, dan mencegah whistleblower 

melakukan tindakan yang lain (Rianti, 2017).  

5. Power Distance 

Power distance didefinisikan sebagai sejauh mana anggota lembaga dan 

organisasi yang kurang kuat dalam suatu organisasi mengharapkan dan 

menerima bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata (Hofstede, 

2005). Power distance merupakan sejauh mana individu menerima perbedaan 
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pangkat, status, hak istimewa, dan kekuasaan dalam masyarakat (Rao dan 

Pearce, 2016). Power distance adalah salah satu variabel yang 

mengilustrasikan antara keterkaitan budaya dan hubungan sebab akibat 

karena adanya disparitas kekuatan yang membedakan manusia dalam jabatan 

di suatu organisasi (Farh et al., 2007). Dengan demikian, kesimpulan yang 

dapat ditarik dari definisi power distance adalah adanya jarak kekuasaan 

antara atasan dengan bawahan karena kekuasaan didalam organisasi 

didistribusikan secara tidak merata.   

Afriana (2017) menjelaskan bahwa hakikatnya dari hubungan atasan 

dan bawahan adalah adanya perbedaan kekuasaan. Taylor dan Curtis (2013) 

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa power distance memiliki dua 

bentuk, power distance rendah dan power distance tinggi. Power distance 

rendah menunjukkan adanya kesetaraan antara atasan dan bawahan dalam 

kekuasaan, tidak takut menghadapi atasan, dan tidak menerima perbedaan 

jabatan. Sedangkan, power distance tinggi menunjukkan perbedaan secara 

luas antara atasan dan bawahan serta memberikan penghormatan kepada 

atasan secara besar. 

Goodwin (1999) menyatakan bahwa power distance membawa 

implikasi etis yang penting. Power distance tinggi dapat menyebabkan 

seseorang tidak akan menantang perilaku tidak etis dari atasan, sementara 

power distance rendah kemungkinan akan mendorong individu untuk 

menantang perilaku yang tidak etis tersebut dengan adanya tindakan 

whistleblowing (Curtis et al., 2012). Secara disadari ataupun tidak power 
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distance kerap lebih sering dirasakan oleh bawahan terhadap atasan, karena 

atasan memiliki kekuatan superior yang bawahannya tidak miliki (Saputra, 

2019).  

Hasil penelitian Taylor dan Curtis (2013) yang menguji variabel power 

distance terhadap whistleblowing menemukan bahwa lebih cenderung untuk 

melaporkan rekan mereka daripada atasan mereka. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Puni dan Anlesinya (2017) yang menguji masyarakat dengan  

power distance tinggi terhadap kecenderungan whistleblowing di Afrika 

kemudian menemukan bahwa  power distance tinggi meningkatkan persepsi 

negatif terhadap whistleblowing, maka dari itu whistleblower masih 

dipandang sebagai pengkhianat bukan pahlawan. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini memiliki tujuan empiris untuk menguji pengaruh retaliasi 

dan power distance terhadap niat melakukan whistleblowing dan diharapkan 

dapat memberikan tambahan hasil pemikiran tentang sikap mahasiswa 

akuntansi sebagai calon karyawan akuntan/auditor baru baik sektor privat dan 

pemeritahan (Liyanarachchi, 2009; Taylor dan Curtis, 2013). Penelitian ini 

merupakan pengembangan dari penelitian Liyanarachchi (2009); Taylor dan 

Curtis (2013) yang secara lebih fokus membuktikan retaliasi dan power 

distance berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing. Penggunaan 

mahasiswa sebagai responden dan tanpa membedakan perlakuan antara 

mahasiswa dengan akuntan/auditor sebagai fokus lebih dalam penelitian ini.  
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Penelitian oleh Liyanarachchi (2009), menguji secara eksperimental 

efek tingkat penalaran moral mahasiswa akuntansi di New Zealand dan 

kekuatan retaliasi terhadap kecendrungan melakukan whistleblowing ketika 

bertemu praktik yang dipertanyakan. Hasil menunjukkan bahwa tingkat 

penalaran moral dan retaliasi memiliki pengaruh pada whistleblowing. 

Sedangkan, interaksi variabel yang sama tidak berpengaruh. Hasil penelitian 

ini mendukung rekomendasi dari Scholtens (2003) untuk meningkatkan 

whistleblowing system sehingga whistleblower New Zealand dilindungi dari 

retaliasi. 

Keenan (2002) menguji secara kualitatif eksploratif pada tingkat 

manajerial termasuk kecenderungan individu untuk mengungkapkan rahasia, 

persepsi kecenderungan organisasi untuk whistleblowing, takut akan retaliasi 

karena whistleblowing, iklim komunikasi interpersonal, persepsi moral atas 

kesalahan, dan kemungkinan whistleblowing atas kesalahan dari manajer 

tingkat atas, menengah, dan pertama dibeberapa perusahaan pemasaran 

swasta Amerika Serikat. Penelitian Dinc et al. (2018) memperluas penelitian 

dengan menguji persepsi 177 profesional akuntansi Turki mengenai prediktor 

internal, eksternal, dan whistleblowing anonim serta preferensi mereka dalam 

melakukannya. Hasil ini menunjukkan bahwa dimensi etika dan profesional 

dan manfaat perusahaan dari prediktor whistleblowing yang memiliki dampak 

positif yang signifikan pada internal whistleblowing. Persepsi akuntan 

mengenai tentang takut akan retaliasi dan manfaat perusahaan sebagai 

prediktor whistleblowing memiliki pengaruh positif pada whistleblowing 
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anonim. Akhirnya, persepsi akuntan mengenai tentang takut akan retaliasi 

memiliki hubungan positif untuk memutuskan untuk tidak melakukan 

whistleblowing, profesional akuntan yang memiliki lebih banyak manfaat dari 

perusahaan yang memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan 

whistleblowing.  

Penelitian terdahulu oleh Mawanga (2014) yang mengkaji perlawanan 

retaliasi yang dirasakan whistleblower internal dari lembaga publik di Afrika 

Sub-Sahara. Hasil penelitian mendapatkan temuan yang menunjukkan 

program kepatuhan partisipatif, budaya etis organisasi dan dukungan dari 

manajemen untuk mengurangi retaliasi yang dirasakan whistleblower menjadi 

pembahasan dalam kebijakan dan implikasi manajerial. Seifert dan Sweeney 

(2010) dalam studinya meneliti tentang keadilan organisasi pada 

whistleblowing akuntan, pengungkapan rahasia karyawan cenderung 

meningkat ketika prosedur, hasil, dan pertukaran pengaduan dengan atasan 

terkait dianggap adil. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

karyawan harus memahami bahwa prosedur yang adil dan masuk akal dan 

manajemen medukung tindakan whistleblowing, sehingga manajemen akan 

mengambil tindakan yang tepat dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran.  

Taylor dan Curtis (2012) menguji tentang pengaruh negara asal, 

keadilan, jarak kekuasaan, dan gender terhadap whistleblowing. Penelitian ini 

menguji dampak budaya nasional terhadap whistleblowing, serta menguji 

model mediasi dimana negara asal memengaruhi persepsi keadilan dan jarak 

kekuasaan (power distance), yang akan memengaruhi niat melakukan 
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whistleblowing. Taylor dan Curtis (2013) menguji variabel respon organisasi 

dan power distance terhadap whistleblowing pada kantor audit, menemukan 

bahwa ada interaksi antara power distance dan respon organisasi dalam 

keputusan whistleblowing, dan auditor lebih berniat untuk melaporkan rekan 

kerja mereka ketika respon organisasi lemah dibandingkan ketika respon 

organisasi kuat. Penelitian terdahulu oleh Puni dan Anlesinya (2017) dalam 

penelitiannya yang menguji hubungan antara power distance dan 

kecenderungan niat whistleblowing di wilayah Afrika menemukan bahwa 

power distance tinggi membentuk "culture of silence", yang mana secara 

perlahan menyediakan kesempatan bagi kejahatan korporasi dan tingkah laku 

tidak etis.  

Elias (2008) meneliti sikap 128 mahasiswa audit AS tentang 

whistleblowing. Akibat skandal Enron dan Worldcom profesi akuntan AS 

sedang berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik setelah 

skandal perusahaan terkenal dari masa lalu. Penelitian ini menguji beberapa 

faktor penentu persepsi whistleblowing seperti komitmen profesional dan 

sosialisasi antisipatif. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa audit yang 

hampir lulus dengan banyak komitmen untuk profesi mereka dan persepsi 

yang lebih tinggi dari pelaporan keuangan lebih mungkin melakukan 

whistleblowing atas tindakan ilegal manajemen. Studi menekankan untuk 

pentingnya menyelidiki lebih lanjut potensi whistleblowing diantara 

mahasiswa akuntansi karena dua alasan. Pertama, perlunya memahami etika 

lulusan mahasiswa akuntansi. Kedua, menilai apakah pendidikan etika cukup 
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ditekankan pada saat di kampus dan kemungkinan pendidikan etika menjadi 

lebih baik jika dimasukkan dalam program akuntansi di masa depan, serta 

membantu manajemen akuntansi mengidentifikasi calon karyawan yang 

komitmen dengan profesi mereka. 

Beberapa penelitian terdahulu ada yang menggunakan pendekatan 

eksperimental dan menggunakan mahasiswa sebagai subjek penelitian serta 

berbasis skenario (Liyanarachchi, 2009; Manafe, 2015; Fayard, 2014; Joy, 

2014; Cahyaningrum dkk, 2017; O’Leary, 2000; Elias, 2008). Penelitian 

terdahulu juga mengungkapkan masalah akan retaliasi yang dihadapi 

whistleblower sangat nyata dan kompleks (Dixon, 2016; Dinc, 2018; Regh, 

2008; Seal et al., 2013; Near dan Miceli, 2008; Cailier, 2012; Mawanga, 

2014; Farnum, 2016) serta melihat pengaruh power distance yang 

berpengaruh terhadap kekuatan whistleblowing dan tindakan etis (Zhuang, 

2005; Taylor dan Curtis, 2013; Puni dan Anlesinya, 2017).  

C. Hubungan antar Variabel dan Penurunan Hipotesis 

The theory of palnned behavior (TPB) menjelaskan bahwa niat 

berperilaku (behavioral intention) tidak hanya dipengaruhi oleh sikap 

terhadap perilaku (attitude towards behavior) dan norma subyektif (subjective 

norm), tetapi juga dipengaruhi oleh kontrol keperilakuan yang dirasakan 

(perceived behavioral control). Individu akan mengedepankan mereka dan 

memperhitungkan balasan dari tindakan yang akan mereka lakukan sebelum 

melakukan tindakan tersebut, hal itulah yang menjadi fokus pada teori ini. 

Hubungannya dengan retaliasi ialah seseorang yang hendak melakukan 
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whistleblowing cenderung memperhitungkan sebab dan akibat dari perilaku 

tersebut.  

Adapun sebab yang dipertimbangkan yaitu adalah ketika orang 

tersebut pernah melakukan kesalahan terhadapnya. Ketika berbicara tentang 

retaliasi atau balas dendam, individu cenderung mengabaikan konsekuensi 

dari tindakannya, kebanyakan orang lebih memikirkan kepuasan yang 

didapatkan setelah balas dendam atau retaliasi tersebut dilakukan. Oleh 

karena itu teori tersebut menjelaskan sebab seseorang melakukan 

whistleblowing.  

Penelitian terdahulu mengidentifikasi bahwa potensi retaliasi terhadap 

whistleblowing sangat penting dalam menjelaskan keputusan seseorang untuk 

terlibat dalam whistleblowing (Rocha dan Kleiner, 2005). Retaliasi ini 

bervariasi ukurannya dari satu dan lainnya dalam hal keparahan atau kekuatan 

mereka, dan potensi terhadap whistleblower tidak hanya dapat mengevaluasi 

kemungkinan retaliasi tetapi juga kekuatan ketika memutuskan untuk 

melakukan whistleblowing. 

Memahami kekuatan retaliasi, posisi pegawai dan status di organisasi 

juga penting (Near dan Miceli, 1995). Dengan demikian, pegawai baru dapat 

melihat semua bentuk retaliasi sebagai ancaman lebih bagi pegawai baru 

daripada pegawai yang berpengalaman dan berstatus tinggi. Sementara 

Magnus dan Viswesveran (2005) melaporkan bahwa ancaman retaliasi 

memiliki pengaruh negatif terhadap niat melakukan whistleblowing. Bukti 

empiris untuk whistleblower menunjukkan bahwa risiko retaliasi terbesar 
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adalah jika whistleblower melaporkan masalah secara internal di dalam 

organisasi mereka atau kepada pers, dibandingkan kepada lembaga 

pemerintah eksternal baik negara atau federal (Clark, 1994). Hasil beberapa 

penelitian secara empiris bersifat campuran. Secara umum adalah retaliasi 

yang kuat, mengakibatkan semakin kecil kemungkinan seseorang untuk 

melakukan whistleblowing. Dengan demikian, potensi kekuatan retaliasi 

cenderung mempengaruhi keputusan seseorang untuk berniat melakukan 

whistleblowing. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, peneliti menduga 

bahwa:  

H₁: Individu yang menghadapi potensi retaliasi yang rendah akan 

lebih cenderung menunjukkan niat melakukan whistleblowing 

dibandingkan individu yang menghadapi potensi retaliasi tinggi.  

Faktor budaya yang diduga mempengaruhi niat seseorang melakukan 

whistleblowing adalah power distance. Power distance dapat mempengaruhi 

seseorang menjadi whistleblower karena budaya power distance tinggi akan 

menyebabkan karyawan tidak dapat menentang atau mempertanyakan 

tindakan dan keputusan dari atasan mereka (Puni dan Anlesinya, 2017). 

Individu dengan power distance rendah, akan memandang bahwa kekuasaan 

terdistribusi secara merata sehingga rendahnya tekanan sosial dalam 

organisasi yang dapat meningkatkan tindakan whistleblowing. Sedangkan 

pada individu yang memiliki power distance tinggi, adanya hubungan 

kekuasaan yang lebih autokratik dan paternalistik. 
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Literatur akuntansi menjelaskan bahwa terdapat beberapa tipe dalam 

tekanan pengaruh sosial yang mempengaruhi professional judgement dan 

perilaku auditor/akuntan, yaitu: compliance pressure yang menyebabkan 

seseorang melakukan apa yang diperintahkan terlepas dari tingkat 

permohonan, obedience pressure yang mempengaruhi seseorang untuk 

tunduk kepada otoritas, dan conformity (peer) pressure yang dapat 

menghasilkan keinginan untuk berpikir dan berperilaku konsisten dengan 

anggota grup. 

Obedience pressure mungkin mempengaruhi pelaporan ketika perilaku 

kesalahan adalah atasan. Finn (1995) dalam Taylor dan Curtis (2013) 

menjelaskan power distance dalam whistleblowing, bahwa power distance 

memberi kesan pada risiko atas retaliation (pembalasan, termasuk kehilangan 

pekerjaan) adalah terbesar jika melaporkan atasan sebagai pelaku kesalahan, 

dalam hal tersebut mengurangi kecenderungan untuk whistleblowing. 

Teori keadilan merupakan konsep mendistribusikan nilai-nilai sosial di 

lingkungan secara fair atau adil agar dapat memberikan manfaat pada semua 

pihak yang terlibat. Sebuah studi komprehensif tentang perilaku 

whistleblower yang dilakukan oleh Mesmer-Magnus dan Viswesvaran (2005) 

menemukan bahwa semakin dekat potensi whistleblower dengan pelaku 

kesalahan (baik secara interpersonal atau sehubungan dengan struktur 

organisasi), maka akan semakin besar niatnya untuk melakukan 

whistleblowing atas pelanggaran yang diamati. Penjelasan tersebut mengarah 

pada hipotesis kedua: 
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H2: Individu yang berada pada power distance rendah akan 

menunjukkan niat melakukan whistleblowing yang berbeda 

dengan individu yang berada pada power distance tinggi. 

D. Kerangka Konseptual 

Sekaran (2003) menyebutkan bahwa kerangka konseptual adalah model 

konseptual tentang bagaimana seseorang berteori atau membuat perasaan 

logis dari hubungan diantara beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

pentingnya masalah. Kerangka teoritis membahas hubungan timbal balik 

diantara variabel yang dianggap integral dengan dinamika situasi yang 

diselidiki. Mengembangkan kerangka kerja konseptual seperti membantu kita 

mendalilkan atau berhipotesis dengan menguji hubungan tertentu dan dengan 

demikian meningkatkan pemahaman tentang dinamika situasi. Maka dibentuk 

kerangka konseptual dalam penelitian ini: 
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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Individu yang pada retaliasi rendah tidak memiliki perbedaan keinginan 

melakukan whistleblowing dengan individu yang berada pada retaliasi 

tinggi. 

2. Individu yang berada pada power distance rendah akan menunjukkan niat 

melakukan whistleblowing berbeda dengan individu yang berada pada 

power distance tinggi. 

B. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian adalah mahasiswa akuntansi tahun 2016 dan 2017 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang diasumsikan secara 

kognitif dapat berperan sebagai akuntan/auditor, sehingga hasil penelitian 

ini tidak dapat digeneralisasikan untuk setiap kondisi. 

2.  Penelitian kuasi eksperimen ini menggunakan skenario sebagai ilustrasi 

dalam dunia nyata, keterbatasan skenario ini karena mengandung bias 

yang tidak bisa sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. 

3. Responden dalam penelitian kuasi eksperimen ini sebagian kecil kurang 

memahami prosedur penelitian ini yang dijelaskan melalui sugesti 

perlakuan/treatment yang peneliti berikan, sehingga sebagian kecil tidak 

lolos uji manipulasi. 
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4. Penelitian di Indonesia yang meneliti mengenai variabel independen pada 

penelitian ini masih terbatas, sehingga menyulitkan peneliti untuk 

mencari referensi dan menyamakan keadaan antara luar negeri dan dalam 

negeri. 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian ini maka bisa diajukan beberapa saran yang dihasilkan 

dari penelitian ini: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan perlakuan/treatment 

terhadap responden kuasi eksperimen secara lebih baik dan merancang 

prosedur yang efektif sehingga memicu responden dalam mengerjakan 

kuesioner serta responden dapat memahami dengan baik 

perlakuan/treatment yang diberikan dan lolos uji manipulasi 

2. Peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan variabel independen lain 

yang mungkin memiliki pengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing 

seperti identifitas professional, personal cost, tingkat keseriusan 

kecurangan, komitmen organisasi, dan pertimbangan etis. 

3. Peneliti selanjutnya juga diharapkan meneliti mengenai interaksi ketiga 

faktor whistleblowing yaitu faktor organisasi, hukum, dan individu agar 

menghasilkan informasi yang lebih layak dan lebih luas mengenai 

whistleblowing.  

D. Implikasi  

Peneliti ini memiliki implikasi yang dihasilkan yaitu: 
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1. Bagi organisasi agar dapat menemukan cara untuk memicu karyawan 

dengan karakter individu tertentu untuk ikut peran berpartisipasi dalam 

mewujudkan suatu organisasi yang bebas dari tindak kecurangan melalui 

tindakan whistleblowing.  

2. Bagi organisasi agar dapat membentuk suatu budaya organisasi yang tidak 

mencerminkan adanya jarak kekuasaan yang sangat jauh, dan sebaiknya 

kekuasaan tersebut didistribusikan secara merata bukan terpusat. 

3. Bagi akademisi, agar dapat menanamkan nilai-nilai moral jujur, 

bertanggungjawab, dan berani kepada mahasiswa agar terbentuk sikap etis 

dalam dunia yang akan ditekuninya. 

4. Bagi pemerintah, agar dapat menerapkan berupa aturan hukum yang kuat 

untuk melindungi seseorang atau sekelompok orang yang akan melakukan 

tindakan whistleblowing agar kasus-kasus kecurangan seperti korupsi bisa 

berkurang dan cepat teratasi. 
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